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xPEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada halaman beriku:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa S Es (dengantitikdiatas)
ج Jim J Je
ح Ha’ H Ha (dengantitik di bawah)
خ Kha’ Kh Kadan ha
د Dal D De
ذ Zal Z Zet(dengantitikdiatas)
ر Ra R Er
ز Za Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy Esdan ye
ص Sad S Es (dengantitik di bawah)
ض Dad D De (dengantitik di bawah)
ط Ta T Te (dengantitik di bawah)
ظ Za Z Zet(dengantitik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrofterbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
xi
ن Nun N En
و Wawu W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ’ Apostrop
ي Ya’ Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:  َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathah a a َا
kasrah i i ِا
dammah u u ُا
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathahdanya ai a dan i َْﻰـ
fathahdanwau au a dan u َْوـ
xii
 َل ْﻮَـھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Contoh:  َت َﺎـﻣ : mata
ﻰـَﻣَر: rama
 َﻞـْﯿِـﻗ : qila
 ُت ُْﻮـﻤَـﯾ: yamutu
4. Ta’ marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:  ِلَﺎﻔْط ﻷا ُ ﺔـَﺿْوَر :raudah al-atfal



















 ُ ﺔــَﻤـْﻜـِْﺤـَﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (  ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:  َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbana
 َﺎﻨــَْﯿـّﺠَـﻧ : najjaina
 ُ ّﻖـَﺤْــَﻟا : al-haqq
 ُ ّﺞـَﺤْــَﻟا : al-hajj
 َﻢِــُّﻌﻧ : nu“ima
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:  ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا(alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:  ُﺲـَْﻤـ◌ّّﺶَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 ُ ﺔَــﻟَﺰْــﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
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 ُ َﺔﻔـﺴْﻠَـﻔْــَﻟا : al-falsafah
 َُدﻼِـــﺒْــَﻟا : al-biladu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:  َنْوُﺮـُﻣَﺄـﺗ: ta’muru>na
 ُءَْﻮّـﻨْــَﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
 ُت ْﺮـِﻣ◌ُُ أ: umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh: Fi Zilal al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ)
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau




 ِﷲ ُْﻦـﯾِد dinullah  ِﷲ ِِﺎﺑ billah
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
 ُھـ ِﷲ ِﺔَﻤْـــﺣَر ِْﻲﻓ ْﻢ hum fi rahmatillah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR).
Contoh: Wa ma Muhammadunillarasul
Innaawwalabaitinwudi‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu>
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(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contohnya:
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
KUHP = Kita Undang-Undang Hukum Pidana
UUD = Undang-Undang Dasar
ITE = Informasi dan Teknologi Elektronik
HP = handphone
HAM = Hak Asasi Manusia
SMS = Short Message Service
swt. = Subhanau wa ta’ala
saw. = Sallallahu ‘alaihi wa sallam
QS…/…:… = QS al-Nisa’ / 4:145, QS al- Syu’raa’/ 26:182, dan QS al- Mutaffi/
83:1-6
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad
Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abu)
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:tukireb natakgnis aparebeb tapadret ,barA asahabreb aimli ayrak kutnU
ﺻﻔﺤﺔ = ص 
ﺑﺪون ﻣﻜﺎن = دم 
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠﻢ = ﺻﻠﻌﻢ 
طﺒﻌﺔ = ط 
ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ = دن 
اﻟﻰ  اﺧﺮھﺎ\ اﻟﻰ اﺧﺮه  = اﻟﺦ 
ﺟﺰء = ج 
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ABSTRAK
Nama : Muh. Amin Nur
Nim : 10300111034
Jurusan :  Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Handphone
di Pengadilan Negeri Makassar dalam Perspektif Hukum Islam
Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1. Bagaimana pertimbangan hakim
dalam mengambil keputusan terhadap kasus penipuan melalui handphone?, 2.
Bagaimana dampak penggunaan handphone dan mekanisme kasus tindak pidana
penipuan melalui handphone?, 3. Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam
penipuan melalui handphone?.
Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif
yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang
ada dalam masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis langsung meneliti ke
Pengadilan Negeri Makassar untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan
pembahasan skripsi ini dan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan
data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap ketua hakim dan panitera.
Dari hasil penelitian diperoleh fakta, bahwa hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap terdakwa. Terhadap kasus yang diambil di Pengadilan Negeri
Makassar didasarkan pada fakta-fakta  hukum yang terungkap di persidangan serta
alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kasus ini terjadi karena
berkembangannya teknologi canggih sehingga banyak yang menyebabkan penipuan
melalui handphone seperti mengirimkan SMS dengan mencari agen pulsa, padahal
pulsa dia kirim adalah pulsa yang tidak aktif. Adapun dalam hukum pidana Islam,
penerapan saksi pidana disesuaikan dengan jenis jarimah kejahatan yang dilakukan
pelaku dengan tetap mengedepankan nilai keadilan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diharapkan adanya aturan yang
jelas dan terpenuhi agar dapat menjadi dasar pertimbangan bagi aparat dalam tindak
pidana penipuan melalui handphone yang tidak diatur secara jelas oleh KUHAP.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan  teknologi
informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak
di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang
juga  telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-
masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi
kemajuan sebuah bangsa.1
Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi
informasi (Information technology) memegang peran penting, baik pada masa kini
maupun pada masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan
dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. 2
Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun,
teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan
peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi
telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan
perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat
1 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan
dan Celah Hukumnya (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.
2 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan
dan Celah Hukumnya, h. 1.
2dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena
selain memberikan konstribusi bagi peningkatan kesejahtraan, kemajuan, dan
peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang
lingkup hukum harus di perluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.3
Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana menurut Stanciu, korban
(dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat dari ketidak adilan.
Dengan demikian’ lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban
tersebut, yaitu: Suffering (penderitaan) dan Injustice (ketidakadilan). Timbulnya
korban tidak dapat dipindahkan sebagai akibat perbuatan yang illegal, sebab hukum
(legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan
korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep
tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab
masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan korban. Dengan demikian seorang
korban di tempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan
terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok atau pun oleh negara.4
Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi koban kejahatan adalah pangkal-tolak
untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan,
pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan
3Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan
dan Celah Hukumnya,  h. 1.
4 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 117.
3publik yang direpresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Kedua, kejahatan
dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga
melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep yang pertama dilandasi oleh
pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (Retributive Justice) dan
konsep yang kedua pada konsep keadilan restoratif.5
Tindak pidana penipuan melalui SMS pada saat ini telah banyak terjadi di
masyarakat, khususnya di kota Makassar dan telah berhasil menjerat para korbannya
yang tidak lain adalah para pengguna telepon seluler, dengan kerugian materi yang
relatif besar. Hal itulah yang menjadi sebab mengapa sangat diperlukannya upaya-
upaya yang lebih dari pihak sebagai penegak hukum dan pelindung serta pengayom
masyarakat, untuk mengungkap tindak pidana penipuan melalui SMS yang
diharapkan dapat menanggulangi serta mencegah terjadinya kembali tindak pidana
penipuan melalui SMS tersebut.
Sebagai contoh petugas Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan menangkap tiga
pelaku penipuan melalu situs jejaring sosial facebook dan melalui SMS. Ketiga
pelaku adalah Saharullah alias Ulla, Ardi alias Ardin, serta Zulkifli Ullang, warga
asal kabupaten Sidrap akhir tahun 2011. Modus-nya, ketiga tersangka memberikan
informasi bohong terkait transaksi jual beli barang elektronik melalu facebook dan
5 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana , h. 117.
4SMS, misalnya laptop, telepon seluler, dan produk elektronik lainnya.6 Ketiga
tersangka dapat dikenakan pasal 45 Ayat (2) juncto pasal 28 ayat (1) UU-ITE,
subsider pasal 378 juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP.7
Pasal 28
(1) Setiap dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi
Elektronik.
Pasal 45
(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 (enam) tahun dan / atau denda palin banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah)
(3) Pasal 378
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu musliahat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan
6Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law: Telaah Teoritik
Dan Bedah Kasus (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013),  h. 129.
7 Eni Suharti, KUHAP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 126.
5piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.8
Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah
merupakan ciri munafik. Munafik seperti dinyatakan dalam QS al- Nisa’ / 4:145
                
Terjemahnya:
Sesungguhnya orang-orang munafik itu (di tempatkan) pada tingkatan yang
paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi
mereka.9
Ayat tersebut memberikan penilaian kepada orang munafik lebih
membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta
hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukum bunuh, maka hukuman
terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap
perampok.10
Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya
untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.
Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada
umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang
kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan. Tidak ada
8 Eni Suharti, KUHAP dan KUHP, h. 126.
9 Kementerian Agama RI 2012 , Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka
Indonesi, 2012), h. 133.
10 Zainuddin Ali, Hukum pidana Islam ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 71.
6kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah
kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari
berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengembalian atau
penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya
merupakan problem sosial seperti dikemukakan oleh pakar diatas, tetapi juga
merupakan masalah kebijakan (the problem of policy). 11
Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi tindakan.
Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide
dasar. “Mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide
dasar : “ Untuk apa diadakan pemidanaan itu “. 12
Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu
perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipasi terhadap pelaku
perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang
dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi
jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada
pelaku agar ia berubah.13
Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Hal ini
merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.
11 Teguh Prasetyo, Kriminologi dalam Hukum Pidana, h. 79.
12Teguh Prasetyo, Kriminologi dalam Hukum Pidana, h. 79.
13Teguh Prasetyo, Kriminologi dalam Hukum Pidana, h. 79.
7Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan
pembinaan si pembuat.14
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
a. Deskripsi Fokus Penelitian
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefesinikan dan memahami
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian beberapa variable yang
dianggap penting yaitu:
1. Penyelesaian : Perbuatan untuk menjadikan rampung.15
2. Hukum Pidana: a. Hukum : Aturan;
b. Pidana : Perbuatan pidana (perbuatan kejahatan) perlu
ditingkatkan pemberantasan.16
c. Hukum pidana: hukum yang mengatur tentang kejahatan dan
pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan
tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu
penderitaan.17
14 Teguh Prasetyo, Kriminologi dalam Hukum Pidana, h. 79.
15 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk pelajar
(Jakarta Timur: Balai Pustaka 2011), h. 483.
16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka
2002),  h. 1138.
17Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2007), h. 170.
83. Kasus: Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara keadaan atau
kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal;
perkara.18
4. Penipuan: Proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh); berbagai-
bagai telah dilaporkan kepada polisi.19
5. Handphone: Alat  komunikasi tanpa menggunakan kabel listrik. 20
b. Fokus penelitian
Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan
terhadap kasus penipuan melaui handphone dan dampak penggunaan
handphone dan mekanisme kasus penipuan melalui handphone serta
pandangan Hukum Islam dalam penipuan melalui handphone.
Untuk memudahkan pembahasan dalam memahami fokus penelitian tindak
pidana penipuan melalui handphone tersebut, maka diuraikan deskripsi fokus
penelitian dalam bentuk matriks tabel berikut :
Tabel 1.1 Matriks Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian
NO Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
1. Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan
terhadap kasus penipuan melalui handphone.
 Tinjauan Umum
terhadap tindak pidana
18 Departemen Penddidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 513.
19 Departemen Penddidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1162.
20 Departemen Penddidikan Nasiona, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  h. 172.
9penipuan melalui
handphone.
 Tindak pidana penipuan
melalui handphone.
menurut KUHP
2. Dampak penggunaan handphone dan mekanisme













Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis, maka penulis
mengemukakan masalah pokok sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus
penipuan melalui handphone?
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2. Bagaimana dampak penggunaan handphone dan mekanisme kasus penipuan
melalui handphone?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam penipuan melalui handphone?
D. Kajian Pustaka
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang berkaitan
dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Budi Suhariyanto dalam bukunya Tindak Pidana Teknologi Informasi Cyber
Crime (Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumannya) adapun isi buku ini
membahas tentang: tinjauan umum mengenai Cyber Crime, kebijakan hukum
pidana dalam penanggulangan Cyber Crime, urgensi Undang-Undang Cyber
Crime dalam sistem hukum nasional, pengaturan tindak pidana teknologi
informasi (Cyber Crime) dalam UU ITE, celah hukum Cyber Crime. Dalam
buku sesuatu kebijakan kriminalitas dalam sebuah undang-undang yang dibahas
dan dibicarakan oleh legislatif. Semua berpendapat bahwa undang-undang
tersebut sudah baik  dan sempurna. Akan tetapi, pada saat diundangkan,
Undang-Undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah
yang tidak terjangkau dan tak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan
kriminalisasi. Dengan kata lain terdapat celah hukum dalam kriminalisasi baik
dari subtansi maupun implementasinya. Dengan adanya celah hukum maka
tinjauan kritis terhadap kriminalisasi Cyber Crime dalam undang-undang ini
menjadi sangat penting. untuk menambah perbendaharaan bacaan bagi
masyarakat terutama bagi aparat penegak hukum. Namun buku ini belum ada
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ketentuan yang mengatur dalam KUHP mengenai tindak pidana penipuan
melalui handphone.
2. Teguh Prasetyo Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana yang penulis pahami
dalam buku ini adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik
serta memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan
legislatif, kebijakan aplikatif, kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum
pidana (kebijakan eksekutif). Tapi dalam kebijakan kriminalisasi dalam
peraturan perundang-undangannya harus juga memperhatikan beberapa hal
yaitu penggunaan hukum pidana, tujuan mewujudkan pembangunan nasional,
yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
3. Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari
kata fiqih jinayah. Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai
tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang
mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas
dali-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis. Tindak kriminal
dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman
umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber
dari Alquran dan hadis. Namun buku ini tidak menjelaskan tentang aspek-
aspek terjadinya suatu tindak pidana.
4. Widodo dalam bukunya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Pengertian
kejahatan di bidang teknologi informasi (dapat disamakan dengan istilah cyber
crime) selalu menunjuk pada kejahatan dalam arti yuridis, yaitu aktivitas
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(dalam arti berbuat atau tidak berbuat) manusia yang secara tegas dilarang
dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana tersebut meliputi aktivitas
manusia yang menjadikan komputer sebagai sasaran (misalnya perusakan data,
akses pada sistem secara tidak sah), dan aktivitas manusia yang menggunakan
komputer sebagai sarana melakukan kejahatan (misalnya penipuan melalui
komputer, pembajakan hak cipta). Pengertian kejahatan dalam konteks ini tidak
sama dengan istilah kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHP yang
membedakan antara tindak pidana dalam kualifikasi kejahatan (misdriff) dengan
bentuk pidana dalam kualifikasi pelanggaran (overtrading). Namun kejahatan
dalam konteks ini adalah aktivitas manusia yang oleh peraturan perundang-
undangan dikualifikasikan sebagai tindak pidana (dikriminalisasi).
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1) Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan
terhadap kasus penipuan melalui handphone.
2) Mengetahui dampak penggunaan handphone dan mekanisme kasus
penipuan melalui handphone.





Secara teoretis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam
penulisan bidang ilmu hukum pidana khususnya penyelesaian kasus
tindak pidana penipuan melalui hanphone dan juga diharapkan bahwa
hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan
ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan tentang tindak pidana
penipuan melalui hanphone.
2. Kegunaan praktis
a. Dapat memberikan informasi tentang peranan Pengadilan Negeri
Makassar dalam pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan
terhadap kasus penipuan melalui handphone, dampak penggunaan
handphone dan mekanisme kasus penipuan melalui handphone,
serta pandangan hukum islam dalam penipuan melalui handphone.
b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait




A. Tinjauan umum terhadap tindak pidana penipuan melalui handphone
1. Pengertian tindak pidana
Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam
hukum pidana Belanda yaitu “StafbaarFeit”.1 Hukum pidana adalah
bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:2
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh
dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhkan
pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara begaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka yang telah
melanggar larangan tersebut.
1 Adami Chzawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelse Pidana Tindak Pidana, Teori-
Teori Pemidanaan, dan  Batasan Berlakunya Hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002),  h. 67.
2 Maeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),  h. 1.
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Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat
mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana. Karena isi
hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang
tidak mungkin untuk dimuatkan dalam suatu batasan dengan suatu
kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian
hukum pidana, biasanya hanya melihatnya dari satu atau beberapa sisi
saja, dan oleh karenanya selalu ada sisi atau aspek tertentu dari
hukum pidana yang tidak masuk, dan berada diluarnya.
Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua
disebut dengan hukum pidana materil yang dapat juga disebut hukum
pidana abstrak, dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam
keadaan diam, yang sumber utamanya adalah kitab undang-undang
hukum pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana pada aspek ketiga
disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum
pidana konkrit atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga
sering di sebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya
adalah kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP, yakni UU
No. 8 Tahun 1981).3
3 Riduan Syahrani, Ringkasan Intisari Ilmu Hukum, h. 75.
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Hukum menurut materilnya dapat dibedakan dalam:
1. Hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan-
hubungan hukum yang menyangkut  kepentingan umum.
2. Hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan-
hubungan hukum yang menyangkut kepentingan pribadi.4
Bidang hukum yang termasuk hukum publik adalah hukum tata
negara, hukum tata pemerintahan, hukum acara, hukum perburuan,
hukum pajak, hukum internasional, dan hukum pidana. Sedangkan
bidang hukum  yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata,
hukum dagang, hukum perselisihan nasional (hukum antar tata
hukum), dan hukum perdata internasional.5
Utrecht menganggap “hukum pidana” mempunyai kedudukan
istimewa, yang harus diberi tempat tersendiri diluar kelompok hukum
publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagaimana
suatu hukum sanksi (Bijzonder Sanctie Recht). Hukum pidana
memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat
maupun atas pelanggaran hukum publik. Hukum pidana melindungi
kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum
publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu
4Riduan Syahrani, Ringkasan Intisari Ilmu Hukum, h. 75.
5Riduan Syahrani, Ringkasan Intisari Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 2004),
h.75.
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dangan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa ini perlu, kata
Uctrecht, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan
pemerintah yang lebih keras.6
2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan
Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau
perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan
maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.
Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain
sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman
pidana.7
Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan
penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau
berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri
dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan
materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan
seseorang dari jabatannya.8
Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan
kejahatan penipuan (oplichthing) dalam bentuk umum, sedangkan yang
6Teguh Prasetyo, Kriminologi Dalam Hukum Pidana, h. 9.
7 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: Refika Aditama,
2003), h. 52.
8Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, h. 52.
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tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk
penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang
masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam
bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan
nama bedrog atau perbuatan curang.
Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut : Barang
siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain
dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal
dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong,
membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau
menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman
penjara selama-lamanya empat tahun.9
Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung
dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi (1980 : 396-
397) sebagaimana dikutip oleh wirjono mengemukakan pengertian
penipuan bahwa : Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu
muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan
maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian
9Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, h. 52.
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kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun
demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.10
Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa penipuan
adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga
seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.
Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan
sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya
perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena
tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar
diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang
bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan
menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.
Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang
sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak
dilaporkan kepihak kepolisan. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan
dimana korban tidak melaporkannya perbuatan pelaku penipuan terus
mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut
menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.11
Jadi ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud. Perbuatan itu
10 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, h. 52.
11 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, h. 56.
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dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak
mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. Memakai nama palsu,
misalnya mengaku suatu nama yang dikenal. Martabat palsu, misalnya
mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat,
kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan
membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu.
Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai
upaya penipuan.12
Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang
sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut
dilaporkan ke pihak polisi. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan yang
korbannya tidak melaporkan perbuatan pelaku penipuan tersebut sehingga
tindakan penipuannya meningkat ke skala yang lebih besar.13
3. Pengertian Handphone
Handphone merupakan alat telekomunikasi nirkabel, yang merupakan
alat komunikasi langsung dan berfungsi sama dengan telepon rumah atau
telepon kabel pada umumnya, pada awalnya handpone berasal dari ide
telepon mobil yang bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan mobilnya
karena itu handphone sering pula disebut dengan mobilephone atau
12Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, h. 56.
13 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, h. 56.
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phonemobile. Handphone biasanya dilengkapi dengan layar kecil yang
berfungsi untuk menampilkan nomor yang akan dituju, layar ini hanya
hitam putih seperti pada kalkulator pada umumnya, namun hal itu terus
menerus berkembang dan perkembangan tersebut sangat cepat.
Pada awalnya perkembangannya, handphone disuntikkan kemampuan
SMS yang mempunyai fungsi sama dengan pager layar yang semula
hanya menempilkan angka sekarang mampu menempilkan tulisan dan
perkembangan dari kemampuan layar handphone tidak hanya sampai di
situ saja, dari tulisan, layar handphone selanjutnya mampu menampilkan
gambar, lukisan, foto dan akhirnya, gambar gerak atau video, dari semula
hitam putih, monochrome hingga akhirnya berwarna seperti televisi.14
Akan tetapi perkembangan handphone tidak hanya pada kemampuan
layarnya tetapi bunyi-bunyian atau dering, ukuran yang semula sebesar
lengan hingga akhirnya hanya sebesar kotak korek api, dan juga memori
atau kapasitas penyimpan data atau file handphone, yang semula hanya
untuk menyimpan nomor telepon dengan memori yang kecil hingga
akhirnya berkembang dengan kapasitas memori yang lebih besar yang
dapat menyimpan file-file berupa gambar, video, lagu dan sebagainya.
Perkembangan-perkembangan handphone sebenarnya merupakan
perkembangan dari fitur atau fungsi tambahan handphone sebagai media
14Kusumaatmadja, Mochtar dan Ariefsidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1999), h. 108
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komunikasi, akan tetapi karena perkembangan handphone tersebut
handphone sekarang tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi saja
akan tetapi juga media hiburan, alat perekam dan yang merupakan
kesalahan, handphone dipakai sebagai media untuk melakukan tindak
pidana.15
4. Pengertian Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata figh jinayah.
Figh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf ( orang
yang dapat dibebani kewajiban ), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-
dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadis. Tindakan kriminal
dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu
ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-
undangan yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis.
Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.
Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi
setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat,
yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada
pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. setiap orang hanya
15 Kusumaatmadja, Mochtar dan Ariefsidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, h. 112
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pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah
dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. 16
B. Unsur-unsur tindak pidana
Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan
setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:
1. Unsur-unsur pidana
Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat
bagaimana bunyi rumusan yang dibuat. Perbuatan manusia saja yang
boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata
majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada
perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya, ancaman
(diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti
perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian
diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya
dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi
pidana ataukah tidak, adalah hal yang lain dari pengertian perbuatan
pidana.17
2. Unsur-unsur tindak pidana dalam UU
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III
16 Zainuddin Ali, Hukum pidana Islam, h. 1.
17 Adami Chzawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelse Pidana Tindak Pidana, Teori-
Teori Pemidanaan, dan  Batasan berlakunya Hukum Pidana, h. 79.
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adalah rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walupun
melawan hukum kadang-kadang dicantumkan adalah mengenai unsur
kemampun bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan
unsur-unsur lain baik mengenai objek kejahatan maupun perbuatan
secara khusus untuk rumusan tertentu.
C. Antisipasi dan Penanganan Penipuan Melalui Handphone
Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya
merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social
defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).
Dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal
ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana
juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social
policy). Kebijakan sosial (social polcy) dapat diartikan sebagai sebagai usaha
yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus
mencakup perlindungan masyarakat.18
Adapun antisipasi dan penanganan penipuan pencurian pulsa sebagai
berikut
Antisipasi dari modus penipuan dan pencurian pulsa via SMS adalah
18Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) (Jakarta: PT  Raja
Grafindo Persada, 2012), h. 32.
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1. Bagi penerima SMS dengan isi Mama minta pulsa, minta transfer pulsa
atau yang isinya tidak jelas dan mencurigakan dari nomor yang tidak kenal
segera abaikan saja jangan dibalas.
2. Bila tidak diperlukan jangan mengikuti layanan penyedia konten. Setiap
mengirim atau menerima sms, pulsa akan berkurang sesuai tarif premium
yang telah ditentukan.
3. Sebelum mulai berlangganan layanan, pastikan di setiap promosi yang
disajikan oleh CP terdapat pemberitahuan yang JELAS bagaimana cara
untuk berhenti berlangganan maupun nomor customer service-nya
(pastikan nomor ini aktif). Jika tidak, jangan berlangganan layanan
tersebut.
4. Cari tahu dengan cermat informasi berapa lama rentang waktu pengiriman
satu SMS ke SMS berikutnya. Juga ketahui pula berapa tarif per SMS-nya.
Dengan informasi ini, anda dapat mengkalkulasi berapa biaya yang akan
anda keluarkan per minggu, atau per bulan. Jika anda ragu, sebaiknya
jangan berlangganan.
5. Catat dengan cermat nomor short code misalnya 6789, 1234 dan
sebagainya yang menjadi tujuan SMS berlangganan anda.
Penanganan dari modus penipuan dan pencurian pulsa via SMS adalah
1. Ketika anda merasa ada sebuah pesan yang tidak diinginkan secara rutin
terkirim ke HP anda pada waktu tertentu misalnya setiap hari jam 10 pagi,
kemungkinan itu adalah layanan REG yang secara sadar maupun tidak
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pernah anda daftarkan sebelumnya. Beberapa SMS tak akan terkirim ke HP
anda jika anda mematikan HP pada jam-jam tersebut. Namun cara ini
tidaklah efektif dan akan mengganggu anda seumur hidup. Pastikan pula
berapa pulsa anda terpotong setiap kali menerima SMS tersebut. Umumnya
untuk berhenti berlangganan, pengguna dapat mengetikkan pesan UNREG
yang diikuti dengan spasi dan jenis layanan berlangganan yang telah
didaftarkannya.
2. Ketika sebuah SMS yang terindikasi sebagai SMS REG muncul di HP
anda, dan anda tidak tahu layanan apa yang sedang dikirimkan, langkah
pertama yang harus anda lakukan adalah mencatat nomor pengirim SMS
tersebut. Nomor pengirim dari CP dikenali dari jumlah digit-nya yaitu 4
digit atau 6 digit. Apabila yang anda peroleh adalah nomor 6 digit misalnya
ABCDEF, maka CP yang sedang mengirimkan Pesan kepada anda adalah
CP yang memiliki short code ABCD. Digit berikutnya yaitu EF sebenarnya
adalah identitas tarif layanan yang didaftarkan oleh CP yang dikenali oleh
mesin operator.
3. Jika anda benar-benar tidak tahu layanan apa yang pernah anda daftarkan,
ketik UNREG ke short code ABCD tadi. Perintah UNREG merupakan
perintah wajib yang diinstruksikan oleh semua operator ke seluruh CP yang
memiliki akses ke operator tersebut untuk menghapus nomor pengguna
dari semua layanan REG yang ada di CP dengan short code ABCD tadi.
Jika anda telah mendapatkan reply pemberitahuan bahwa nomor anda telah
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terhapus dari layanan REG tersebut, tunggulah beberapa hari untuk
memastikan seperti tercantum dalam tips. Selain UNREG, dapat pula
dicoba perintah lain misalnya STOP.
4. Jika anda masih tidak berhasil berhenti berlangganan, anda harus
melaporkan CP bersangkutan ke operator dimana anda berlangganan.
Dengan data yang ada, cukup bagi customer service operator untuk
membantu anda berhenti berlangganan.
5. Hubungi polisi jika diperlukan.19
D. Sumber-Sumber Hukum Elektronik
Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru, yakni hukum siber law,
hukum telematika, hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan
hukum mayantara. Istilah ini lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui
jaringan sistem informasi yang dalam pemanfaatannya baik dalam lingkup
lokal maupun global dengan menggunakan teknologi informasi berbasis
sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.20
Sistem elektronik digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem
informasi sebagai penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan
telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses,
19httpps://ml.scribd.com/.../Makalah-Kasus-Penipuan-
20Undang-undang  Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI Nomor 11 Tahun 2008) dan
Dilengkapi dengan (UU RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
h. V.
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menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi
elektronik.
Sistem informasi secara teknis dan manajemen adalah perwujudan
penerapan produk teknologi informasi ke dalam bentuk organisasi dan
manajemen serta keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang
mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber
daya manusia, dan subtansi.
Media elektronik yang banyak memberikan manfaat di satu sisi, pada
sisi lain seakan menjadi fasilitas yang memudahkan berbagai aktifitas
kejahatan yang dapat mengganggu rasa aman dan ketertiban dalam
masyarakat. Hingga kini beberapa peraturan perundang-undangan yang sifat
soft law memang dapat dijadikan alternative sebagai solusi penegakan hukum,
namun banyak pihak sangat menantikan hadirnya peraturan perundang-
undangan yang sifatnya khusus agar dapat menjerat berbagai tindak kejahatan
dalam penipuan melalui handphone.21





A. Jenis Dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif lapangan. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian deskriptif
yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual
dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi
penelitian adalah Pengadilan Negeri Makassar.
B. Pendekatan penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif (hukum
positif) dan teologi normatif (Hukum Islam), pendekatan yang meninjau dan
menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data
kepustakaan melalui library research. Penelitian ini menekankan segi-segi
yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.
C. Sumber data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan
sekunder.
a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di
lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan cara-cara
seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan
mengadakan wawancara  dan tanya jawab pada informan penelitian untuk
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memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data
kualitatif.
b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan
atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan
bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. data
sekunder dikumpulkan melalui Library research dengan jalan menelaah buku-
buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada
relevansinya dengan judul skripsi ini.  Metode ini menggunakan dua kutipan
sebagai berikut:
1). Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.
2) .Kutipan Tidak Langsung
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke
dalam susunan redaksi yang baru, mengutip pendapat orang lain dengan cara
meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut tetap sama.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah:
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1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu
topik tertentu.1
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat
dokumen-dokumen bisa terbentuk tulisan (peraturan dan keputusan),
gambar atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan.
3. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan
melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.2
4. Triangulasi (gabungan) adalah sebagai teknik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan
sumber data yang telah ada.3
Penelitian ini, menggunakan prosedur penelitian sebagai berikut:
Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh izin penelitian dari
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar, kemudian surat tersebut diteruskan ke kantor Gubernur
Sulawesi Selatan pada bagian Balitbangda, lalu diteruskan ke kantor
Walikota Makassar sesuai lokasi mendapatkan surat izin penelitian di
Pengadilan Negeri Makassar.
1Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian, h. 46.
2Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.
3 Bambang Sugiono, Metode Penelitian Hukum, h. 225-242.
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E. Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena
itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian
kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjung kelapangan.
Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah
sebagai berikut:
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari
informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan
dengan sumber data.
3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau
pembicaraan dengan informan.
4. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan
pembicaraan dengan informan.
F. Teknik  Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses
mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat
penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:
1. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan
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dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal
ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta
menghilangkan keraguan-raguan atas data yang diperoleh dari hasil
wawancara.
2. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok
pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu
pada setiap data tersebut.
b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan
memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data
yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat
dikelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan
apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kembali.
G. Pengujian Keabsahan Data
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian.
maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat
memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila
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telah memenuhi standar objektifiktas maka penelitian tersebut dianggap telah
teruji keabsahan data penelitiannya.
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas
hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian.
Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik
triangulasi.
Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik
pengujian kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau
perbandingan dengan sumber data lainnya, misalnya; triangulasi dengan
sumber, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori.4 Tetapi
triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data
penelitian.
4Junaidi Ghony & Fauzan Almansyur, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 322-323.
35
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Pengadilan Negeri Makassar
Pengadilan Negeri Kota Makassar terletak di jalan Kartini No. 18/23
kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Letak Pengadilan Negeri sangat
strategis tepatnya berada ditengah kota, sehingga memudahkan akses bagi
masyarakat kota makassar menjangkau pengadilan tersebut.
Adapun batas-batas letak Pengadilan Negeri Makassar, sebagai
berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan monumen mandala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan karebosi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah sakit plamonia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kantor Bank mandiri cabang
Makassar.
Letak Pengadilan Negeri Makassar juga tidak jauh dari perkotaan
pemerintah lainnya, seperti Kantor Wali Kota Makassar, Kantor
Polrestabes Makassar, Kantor BI Cabang Makassar, Menara Bosowa,  dan
pusat perbelanjaan, seperti Karebosi link, Makassar Trade Center (MTC),
dan pasar sentral Makassar.
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2. Sarana dan Prasarana Gedung
Pengadilan Negeri Makassar memiliki gedung yang memadai. Segala
keperluan penyelenggaraan sidang perkara pidana dan perkara perdata.
Ruang sidang perkara Pengadilan Negari Makassar terdiri dari tiga ruang
sidang. Selain itu, tersedianya keperluan kantor bagi tenaga struktural,
seperti ruang ketua Pengadilan Negeri Makassar dan wakilnya, ruang
ketua panitera-panitera pengganti, ruang bendahara, dan ruang bagi
pegawai pengadilan lainnya. Di samping itu, terdapat ruang tenaga teknis,
seperti ruang para hakim yang bertugas rutin memeriksa perkara. Selain
itu, Pengadilan Negeri Makassar telah dibentuk di dalammnya Pengadilan
Niaga, Pengadilan HAM, dan Pengadilan Tipikor.
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Makassar
Pengadilan Negeri Makassar sebagai pengadilan tingkat pertama yang
memeriksa perkara pidana dan perkara perdata.Tugas pokoknya, yakni
menerima, memeriksa, dan mengadili pelimpahan berkas penuntutan
perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar yang berkaitan dengan kejahatan
dan pelanggaran hukum yang terjadi dalam wilayah hukumnya.1 Dalam
bidang keperdataan, Pengadilan Negeri Makassar sangat berperan
1 Muhammad Damis, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara di Pengadilan Negeri
Makassar,  5 November 2014.
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memeriksa dan menyelesaikan sengketa hak antara penggugat dan
tergugat.
B. Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus
penipuan  melalui handphone
Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kejahatan
penipuan melalui hanphone yaitu tergantung dari tindak pidana, artinya kalau
tindak pidana penipuan maka berdasarkan undang-undang tindak pidana
penipuan. Intinya apapun tindak pidananya harus disesuaikan tindak pidana
itu sendiri.2
Dalam konteks penegakan hukum dapat diterjemahkan bahwa tiada
dua kasus yang  identik sama sehingga setiap kasus harus dipertimbangkan
sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus.
Tugas hakim hanya terbatas hingga menjalankan undang-undang  dan
berasal dari teori-teori  hukuman dan kriminalitas yang meletakkan titik berat
pada daya yang timbul dari ancaman hukuman.
Jadi hakim tidak boleh mengambil hukuman atas suatu peristiwa yang
tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dalam undang-undang.
Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut mengindikasikan bahwa
terdapat kejahatan jenis tindak pidana penipuan melalui handphone akan
2Zulfahmi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara di Pengadilan Negeri Makassar,
6 November 2014.
38
tetapi tidak bisa didakwakan dengan pasal 382 bis KUHP tentang curang,
karena tidak memenuhi rumusan pasal tersebut dan tidak diatur dalam
undang-undang, oleh karena itu penting untuk diadakan aturan sehingga
mendapat kepastian hukum, karena dilihat dari unsur-unsurnya perlu ada
perhatian khusus sebelum kerugian atau dampak negatif penggunaan
handphone merajalela di tengah-tengah masyaraka.
Dalam pertimbangan hakim tersebut, maka majelis berpendapat demi
kepastian hukum atau kejelasan serta ketegasan, harus tunduk kepada
ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berlaku dan dianut oleh negara kita
hingga kini, yaitu asas legalitas, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana,
kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
telah ada sebelumnya.
Jadi, hakim mengambil keputusan sesuai dengan aturan hukum yang
sudah ditentukan. maka dapat disimpulkan bahwa kasus Penipuan Melalui
Handphone yang telah diputuskan Di Pengadilan Negeri Makassar, telah
terbukti dan dapat dikategorikan dalam kasus kejahatan Penipuan Melalui
Handphone. Namun, hanya beberapa kasus yang tercatat  atau yang
tertangkap karena memang kejahatan Penipuan Melalui Handphone ini adalah
kejahatan yang sulit terungkap, dan banyak meresahkan masyarakat terutama
di Kota Makassar ini, karena faktor susah diselidiki dan pihak yang
berwenang tidak dapat mengungkap kejahatan ini karena keterbatasan ilmu
dan pengetahuan, mestinya pihak yang berwenang dapat menciptakan
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lembaga khusus dalam menangani kasus Penipuan Melalui Handphone
tersebut.3
Adapun proses penanganan dalam perkara pidana yaitu :4
1. Penyelidikan adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak
pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu
tindak pidana, baru dapat diproses. Dalam proses penyidikan ini biasanya
dilakukan oleh polri dan untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan oleh
jaksa. Disaat inilah orang disebut tersangka. Tahap penyidikan ini dapat
dilakukan setelah perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana dalam
proses penyelidikan. Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak
pidana  yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara
waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya penahanan,
secara garis besar, KUHAP menyatakan bahwa penahanan tersebut harus
didasarkan adanya syarat-syarat tertentu antara lain bahwa tersangka atau
3Muhammad Damis, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara di Pengadilan Negeri
Makassar, 8 November 2014.
4 Zulfahmi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara di Pengadilan Negeri Makassar,
6 November 2014.
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terdakwa diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti yang
cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau
terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau
mengulangi perbuatannya kembali.
3. Penggeledahan ada dua yaitu, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik
untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk
melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Praperadilan adalah merupakan lembaga yang diciptakan oleh pembentuk
undang-undang, arti peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk
memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
5. Keberadaan lembaga prapenuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu
perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan
sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang
merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada penuntut umum.
6. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara
pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, yang diatur dalam undang-
undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di
sidang pengadilan.
7. Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab
merupakan dasar dalam menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.
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Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi
putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-
batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.
8. Eksepsi adalah keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas dakwaan
penuntutan umum. Terdakwa dapat mengajukan eksepsi atas dakwaan yang
dihadapkan kepadanya. Hal ini memberikan ruang bagi terdakwa untuk
membela diri.
9. Proses persidangan adalah proses di mana keadilan dan kebenaran
dipertaruhkan. Pengadilan menjadi benteng terakhir dalam mencari keadilan.
10. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak
menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau
kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.
11. Banding merupakan bagian dari upaya hukum biasa. Apabila seorang
terdakwa tidak menerima putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama, ia
memiliki hak mengajukan banding.
12. Kasasi adalah membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan karena
dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Yang tunduk pada
kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam penerapan hukum saja.
13. Undang-undang  memberikan kesempatan untuk mengajukan peninjauan
kembali dengan segala persyaratan yang ketat. Persyaratan yang ketat tersebut
dimaksudkan untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas
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kepastian hukum, maka peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan
keadilan.
Itulah proses perkara dalam peraturan di Indonesia, jadi hakim berhati-hati
memutuskan perkara persidangan terhadap tersangka dan hakim harus adil
dalam menyelesaikan perkara. Jika putusan benar maka memutuskan perkara
dalam persidangan itu benar dan sebaliknya jika putusan salah maka hakim
memutuskan perkara bersalah dan wajib dipidanakan sesuai ketentuan yang
sudah ditentukan.
C. Dampak penggunaan Handphone dan Mekanisme Kasus Penipuan melalui
Handphone
1. Dampak penggunaan hanphone
Dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan teknologi
di dunia pada zaman sekarang ini, tentu saja membawa dampak bagi
segala aspek kehidupan. tak terkecuali di Indonesia. Dampak
perkembangan teknologi komunikasi membawa beberapa dampak positif
dan dampak negatif, adapun dampak pengguna handphone pada
masyarakat pedesaan karena kemajuan teknologi yang tidak diiringi
dengan kemajuan kualitas sumber daya manusia, atau yang kerap disebut
cultural lag, memang kerap kali menjadi kendala modernisasi di
lingkungan pedesaan. ternyata bukan hanya hambatan saja yang tercipta
darinya, berbagai masalah penyimpangan sosial juga bisa tumbuh subur
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dengan didukung oleh kemajuan teknologi, yang juga merupakan bagian
dari modernisasi.
Dalam kasus ini kebanyakan terjadi pada masyarakat pedesaan, anak-
anak yang orang tuanya bukan orang kaya sekalipun bisa memiliki
handphone berfasilitas kamera, motor keren, bahkan mungkin orang
tuanya terpaksa berhutang untuk memenuhi keinginan anaknya. Para
orang tua yang masih memiliki cara berfikir “deso”, tidak benar-benar
mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan anak jaman sekarang.
Sehingga ketika anak-anaknya menginginkan sesuatu dengan dalih,”jaman
sekarang kalau tidak punya barang itu, bisa begini, begini dan begini”,
maka mereka pun akan langsung berusaha memenuhinya. Sekalipun bila
anak-anak mereka menyodorkan produk berharga tinggi, misalnya
handphone yang berfasilitas kamera dan MP3, dengan mudahnya anak-
anak mereka berkata, “yang ada ininya ya, yang seperti ini”, padahal ada
handphone dengan harga lebih murah walau tentu berfitur standar.
Padahal sebenarnya, anak-anak mudah itu tidak atau mungkin belum
membutuhkan fasilitas secanggih itu, selain untuk kebutuhan gaya-gayaan
dan hanya mengikuti tren. Fasilitas-fasilitas canggih tersebut memicuh
munculnya penyimpangan sosial kasus penipuan.
Sebenarnya jika dipergunakan dengan bijak, maka handphone
memiliki banyak sekali manfaat. HP bisa digunakan untuk berkomunikasi
lewat jarak jauh. Kalau dahulu untuk mengirim pesan kita harus susah
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payah ke kantor pos dan menulis alamat yang selengkap-lengkapnya agar
surat kita sampai ke tujuan. Namun, sekarang cukup menggunakan
aplikasi di HP, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa batasan
waktu, tempat maupun jarak, kita sudah bisa saling tukar menukar ide,
informasi, dan hal-hal lain lewat SMS atau aplikasi lainnya. Untuk
bercakap-cakap dengan ayah kita yang sedang kerja diluar kota, maka
hanya perlu menekan tombol dial pada HP dan kita sudah bisa
berkomunikasi tanpa harus terkendala dengan jarak.
Selain itu, aplikasi pada HP yang semakin canggih memungkinkan kita
mengakses informasi-informasi yang jika dimanfaatkan dengan positif,
maka hasilnya juga akan positif. HP yang bisa mengakses internet, maka
bisa browsing dan tidak mustahil masyarakat yang ada di pedesaan bisa
mencari informasi mengenai pupuk, alat-alat pertanian. Namun
kenyataanya penggunaan HP di kalangan masyarakat desa belum terlalu
optimal. Maka dari itu mereka biasanya mempergunakan HP pada hal
yang negatif.
Selain maraknya penyimpangan yang dilakukan oleh pemuda, dampak
lain yang timbul dari pengguna handphone yaitu kurangnya interaksi
antara masyarakat akibat intensitas pertemuan antara anggota masyarakat
yang mulai berkurang. Misalnya dalam keluarga, dulu kita minta maaf
secara langsung atau tatap muka tapi sekarang kebanyakan orang minta
maaf melalui handphone seperti SMS. Indikator ini menunjukkan bahwa
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nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat menurun.
Namun, adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berbentuk HP
maka nilai kebersamaan mulai berkurang, intensitas pertemuan dengan
tatap muka langsung dan berinteraksi secara langsung juga berkurang,
sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran kebudayaan dalam
kebersamaan yang ada pada masyarakat pedesaan.
Dampak negatif handphone di masyarakat dapat dilihat pada
penipuan lewat telepon atau SMS dan di media dapat didengar beritanya
bahwa penipuan-penipuan yang dilakukan pelaku kejahatan yang
memakai teknologi canggih, seperti menipu atau meneror seseorang
melalui SMS, jadi semakin canggih teknologi maka semakin banyak orang
yang mempergunakan HP yang tidak sewajarnya, oleh karena itu kita
harus berhati-hati dalam menggunaan teknologi-teknologi canggih
tersebut.5
2. Mekanisme kasus penipuan melalui hanphone
Mekanisme atau cara melakukan penipuan melalui handphone yaitu
mula-mula mencari nomor telepon secara acak, kemudian setelah
mendapat nomor calon korbannya, maka mereka selanjutnya dengan
menggunakan hanphone mengirimkan pesan singkat atau yang dalam
bahasa sehari-hari  dikenal dengan sebutan SMS kepada nomor-nomor
5 Mustari, Panitera Pengadilan Negeri Makassar , wawancara  di Pengadilan Negeri
Makassar, 10 November 2014.
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telepon yang sudah dipilih secara acak, isi SMS tersebut adalah “mencari
agen penjualan pulsa M-Kios operator dengan harga murah (center
pulsa)” dan meminta untuk mengetik NAMA <SPASI> NOMOR> HP
<SPASI> KOTA.
Kemudian apabila ada calon korban yang membalas SMS tersebut,
maka mereka para penjahat mengirimkan SMS kepada calon korban yang
berisikan,misalnya;
- Selamat nomor anda telah terdaftar jadi agen pulsa PIN 1234.
Untuk info lanjut Hub.Call center kami. Terima kasih.
- Kode produk simp=S, AS=A, FXi=F, Mentari=M, IM3=I,
XL=XR, Three=T, Esta=E, Fren=R, Axsiata=AS
- Info harga: Telkomsel harganya sekian, Indosat harganya sekian,
Flexi harganya sekian.
- Untuk saldo awal all operator minimal
- Format transaksi cek pulsa contoh=s.081324xxx 1234 kirim ke
salah satu call center kami
- Untuk pembayaran deposit awal ketik: k:berapa rek.BRI,BCA,BNI
kirim ke 081234xxx
- Format transaksi cek pulsa. Contoh=s.1234 kirim ke salah satu
SMS center kami terima kasih
- SMS center 089123xxx, 089345xxx
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- Untuk info lebih lanjut hub: (04113433xx) (085678xxx) jln ini no
ini Sulawesi Selatan
- Setelah transfer pulsa saldo konfirmasi atau hubungi 085345xxx
Setelah mengirim SMS tersebut diatas yang dikirim oleh para penjahat,
dan kemudian korban merespon atau membalas SMS tersebut dengan
menelpon atau mengirimkan SMS kepada para penjahat, maka para penjahat
tersebut memberikan nomor rekening kepada korban melalui SMS yang isinya
misalnya:
- SUDJANA Cab. Sulsel deposito via Bank BCA No.Rekening
1232233xxx an.ilham.
- Deposit via Bank BRI No.Rekening : 70044555xxx an, lastri
Cab.Gowa.
- Deposit via Bank BNI No.Rekening an. Suhriya cab. Sidrap.
Semua nomor-nomor rekening tersebut adalah milik para penjahat, setelah
nomor rekening tersebut terkirim dan korban mentrasfer uang deposit salah
satu rekening tersebut dengan jumlah yang bervariasi, para penjahat melapor
kepada pimpinan mereka. kemudian setelah menerima laporan dari para
penjahat maka pimpinan penjahat segera mengecek rekeningnya, dan apabila
uang tersebut benar telah masuk ke rekeningnya, maka pimpinan penjahat
segera memnghubungi teman pada bagian operator servec computer. Apabila
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calon korban mentrasfer uang depositnya, maka para penjahat kirimkan pulsa,
lalu para penjahat menghubungi korban dan menjelaskan bahwa sisa
kelebihan dari uang calon korban yang sudah masuk ke nomor rekening itu
tetap terhitung menjadi saldonya dan apabila korban mentransfer deposit yang
ke 2 (dua)  lebih banyak dari transfer 1 (satu) maka pulsa yang diberikan akan
lebih banyak. Tetapi pulsa yang penjahat kirimkan kepada para korban adalah
pulsa yang tidak aktif, pulsa ini melalui server computer yang dijalankan oleh
salah satu teman penjahat. Dan apabila, para penjahat mau menipu korban
lebih besar, maka saat korban mentrasfer deposit yang kedua misalnya sebesar
Ro.500.000 maka para penjahat kirimkan pulsa yang tidak aktif  kepada calon
korban sebanyak Rp.500.000 atau lebih, lalu penjahat menelpon kembali
kepada korban bahwa mereka (penjahat) mempunyai kesalahan dan
mengirimkan pulsa melebihi deposit, kemudian mereka penjahat meminta
tanda jadi kelebihan pulsa itu, dan biasanya para korban menerima tanda jadi
itu dan mentrasfer uang yang lebih terhadap rekening  penjahat.
Jadi, penjahat melakukan penipuan melalui hanphone dengan cara SMS
yang berisi berbagai macam cara supaya mendapatkan uang. Terkadang
seseorang menerima SMS seperti “kirimkan aku pulsa karena mama lagi dapat
masalah”, bisanya ada SMS yang begitu kita terima dan anehnya terkadang
orang yang kurang berpendidikan atau orang yang panik akibat ada SMS,
maka langsung mengirimkan pulsa kepada pelaku tersebut, tanpa melihat
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dengan baik pada nomor HP tersebut, disitulah biasanya orang tertipu, maka
jika ada SMS masuk di handphone kita harus membaca SMSnya dan melihat
nomor HPnya dan jika nomor itu tidak jelas dari mana maka tidak perlu
dihiraukan.
Adapun kasusnya sebagai berikut:
Petikan putusan Nomor : 20/Pid.B/2011/PN.MKS
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
1. SARIDE BIN SAIDE, tempat lahir Balik Papan, umur 26 tahun, 16
Januari 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat
tinggal jalan Lrg. Arwana III No.C10 Makassar, agama Islam, pekerjaan
swasta.
2. ANDI MULYADI BIN NUSU, tempat lahir Belawa, umur 30 tahun,
tanggal 24 Oktober 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia,
tempat tinggal jalan Lrg. Arwana III No. C10 makassar, agama Islam,
pekerjaan petani.
3. RESKIYANTO ALIAS RESKI BIN NUSU, tempat lahir belawa, umur
30 tahun, tanggal 24 Oktober 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan
Indonesia, tempat tinggal jalan Lrg. Arwana III No. C10 makassar, agama
Islam, pekerjaaan petani.
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4. MUNAWIR, tempat lahir Belawa, umur 23 tahun, tanggal 1 Januari 1987,
jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal jalan Lrg.
arwana III No. C10 Makassar, agama islam, pekerjaan islam.
5. HARDI, tempat lahir Ambon, umur 21 tahun, 24 0ktober 1980, jenis
kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal jalan Lrg. arwana
III No. C10 Makassar, agama Islam, pekerjaan karyawan.
6. BURHANUDDIN BIN MULIAMIN, tempat lahir Belawa, umur 22
tahun, tanggal 29 September 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan
indonesia, tempat tinggal jalan Lrg. arwana III No. C10 Makassar, agama
Islam, pekerjaan swasta.
7. MUH.AHSAL BIN MUTMAIN, tempat lahir belawa, umur 23 tahun,
tanggal 04 Agustus 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia,
pekerjaan swasta.
8. MUNIR, tempat lahir Belawa, umur 23 tahun, tanggal 14 Juni 1987, jenis
kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal jalan Lrg. Arwana
III No. C10 Makassar, agama Islam, pekerjaan karyawan.
Para Terdakwa telah menjalani penahanan :
-Penyidik sejak tanggal 16 0ktober 2010 s/d tanggal o4 November 2010;
-Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 5 November 2010 s/d tanggal
14 Desember 2010;
-Penuntut umum sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d 02 Januari 2011;
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-Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2011 s/d tanggal 01
Februari 2011;
Para terdakwa dalam perkara ini tidak di sampingi penasihat hukum:
Pengadilan negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar para terdakwa;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
14 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dapat
menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa 1. SARDI BIN SAIDE, 2. ANDI MULIADI
BIN NUSUS ALIAS ALI, 3. RESKYANTO ALIS RESKI, 4.
MUNIR, 5. HARDI, 6. MUNAWIR, 7. BURHANUDDI BIN
MULIAMIN, 8. MUH. ASHAL BIN MUTMAIN tersebut, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana
“penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378
KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara
masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa di
kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
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5. Menetapkan barang bukti berupa : 12 (dua belas) buah HP merk
Siemens, 26 (dua puluh enam) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP
merk motorollah, 1 (satu) buah HP merk fren, 22 (dua puluh dua) buku
tulis daftar korban, 5 (lima) carge handphone, 1(satu) buah buku
tabungan Bank BNI Cab.Kramat No.Rek.0200884560 atas nama
Anhariadi, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Cab.Jakarta
Kelapa Gading Square atas nama Doni, 1 (satu) bua ATM BNI
No.5264, No.4105, 1 buah mouse, 1 buah UPS,33 simcard AS,
dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai Rp.2.950.000,- (dua juta
Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Telah mendengar jawaban Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya
tetap dengan tuntutan pidananya;
Menimbang bahwa ia para terdakwa 1. SARDI BIN SAIDE, 2. ANDI
MULIADI BIN NUSUS ALIAS ALI, 3. RESKYANTO ALIAS RESKY, 4.
MUNIR, 4. HARDI, 5. MUNIR, 7. BURHANUDDIN BIN MULIAMIN, 8. MUH.
ASHAL BIN MUTMAIN telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan
tanggal…. Desember 2010 No.Reg.Perk. : ……/R.4.10.7/Ep.2/12/2010 yang
berbunyi sebagai berikut : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam dakwaan pertama pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (1) UU RI No.11
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tahun 2008 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau kedua pasal 378 Jo pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP;
Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut
umum, atas pertanyaan majelis terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan
atas dakwaan tersebut;
Menimbang bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum mengajukan saksi-
saksi dalam persidangan yang terdiri dari : 1.Muh.Iqbal, 2. Muh.Guntur, 3. Ayu
Asriyanti telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai apa yang diberikan di
depan penyidik dan keterangannya tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah
termuat dalam berita acara persidangan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling sesuai
dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka unsur-unsur yang mendukung
dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik
telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum, dan majelis
yakin terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa
penuntut umum;
Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan penghapus pidana
baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam perbuatan terdakwa tersebut
sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;
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Menimbang, bahwa karena terbukti maka terdakwa akan dijatuhi pidana
yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang
memberatkan dan meringankan sebagai berikut:
HAL-HAL YANG MEMBERATKAN;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
HAL-HAL YANG MERINGANKAN;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa sopan di persidangan;
Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa-terdakwa harus
diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan;
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula
membayar biaya perkara;6
Memperhatikan pasal 378 KUHP Jo pasal 55  (1) ke-1 KUHP Jo 55
ayat (1) ke-1 KUHP dan undang-undang lain yang berkenaan dengan
perkara ini;
MENGADILI :
1. Menyatakan terdakwa 1. SARDI BIN SAIDE, 2. ANDI MULIADI BIN
NUSUS ALIAS ALI, 3. RESKYANTO ALIS RESKY, 4. MUNIR, 5.
6 Bongko Daeng, Panitra Pengganti, Petikan Putusan Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana
Penipuan Melalui Handphone, di Pengadilan Negeri Makassar.
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HARDI, 6. MUNAWIR, 7. BURHANUDDIN BIN MULIAMIN, 8. MUH.
ASHAL BIN MUTMAIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-
masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 12 buah HP merk Siemens, 26 buah HP
merk Nokia, 1 buah HP merk motorollah, 1 buah HP merk fren, 22 buku tulis
daftar para korban, 5 buah carge handphone, 1 buah tabungan Bank BNI
Taplus Cab. Kramat No. Reg. 0200884560 atas nama Anhariadi, 1 buah buku
Tabungan Bank Mandiri Cab. Jakarta Kelapa Gading Square atas nama Doni,
1 buah ATM BNI No. 5264, No. 4105, 1  1 buah  mouse, 1 keyboard, 1 CPU,
1 buah LCD merk LG, 1 power suplay, 1 buah UPS, 33 Simcard AS, 4 buah
simcard AXSIS, 1 buah simcard 3 tri, 3 buah kartu perdata AS, dirampas
untuk dimusnahkan.
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan rapat musyawara majelis hakim pada hari senin
tanggal 14 Maret 2011 oleh WAWAN KARYA, SH.M.Hum, sebagai hakim
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ketua, TARDI,SH. dan MAS’UD, SH.MH, masing-masing sebagai hakim
anggota, putusan  tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh BONGKO DAENG, SH, sebagai
panitera pengganti dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa.7
D. Pandangan Hukum Islam dalam Penipuan melalui Handphone
Perbuatan menipu merupakan salah satu penyakit yang merusak hubungan
muamalat. Perbuatan ini akan mengakibatkan hilangnya rasa saling mempercayai
antara sesama. Apabila kepercayaan sudah tidak ada diantara masyarakat, maka
rasa egois dan dendam akan ada dalam tubuh masyarakat, dan rasa saling tolong
menolong pun akan lenyap. Padahal kita telah mengetahui bahwa tolong-
menolong ini adalah faktor terpenting bagi terselenggaranya hubungan
muamalah yang sehat, dan dapat mengantarkan masyarakat kearah kemajuan.
Ada salah satu yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. Pernah bersabda:
 َ  َبﻮﯾ  ُْﻦ ا َلَﺎﻗ ٍﺮَﻔْﻌَﺟ ِْﻦ  َﻞﯿِﻌ َْﲰ ا ْﻦَﻋ ﺎًﻌﯿ َِﲨ ٍﺮْﺠُﺣ ُْﻦ اَو ُﺔَﺒَْﯿ ُﻗَو َبﻮﯾ  ُْﻦ  َﲕ َْﳛ َِﲏﺛ ﺪ َ  و َلَﺎﻗ ُﻞﯿِﻌ َْﲰ ا ﺎََﻨﺛ ﺪ
ﲆَﺻ ِ ا َلﻮُﺳَر ن  َةَﺮَْﺮُﻫ ِﰊ  ْﻦَﻋ ِﻪﯿِﺑ  ْﻦَﻋ ُءَﻼَْﻌﻟا ِﱐ ََﱪ ْ َﺎﳱِﻓ ُﻩََﺪﯾ َﻞ َ ْد َﻓ ٍمﺎَﻌَﻃ ِة َْﱪُﺻ ََﲆ ﺮَﻣ َ ﲅَﺳَو ِﻪَْﯿَﻠ  ُ ا
 َلَﺎﻗ ِ ا َلﻮُﺳَر َ  ُءﺎَﻤ ﺴﻟا ُﻪَْﺘﺑﺎَﺻ  َلَﺎﻗ ِمﺎَﻌ ﻄﻟا َﺐِﺣﺎَﺻ َ  اَﺬَﻫ ﺎَﻣ َلﺎََﻘﻓ ًَﻼَﻠﺑ ُﻪُﻌِﺑﺎَﺻ  َْﺖﻟَﺎ َﻓ َقَْﻮﻓ ُﻪَْﺘﻠَﻌَﺟ ََﻼﻓ
اََﺮ  َْﰾ ِمﺎَﻌ ﻄﻟا(ﲅﺴﻣ ﻩور) ِّﲏِﻣ َْﺲ ََﻠﻓ َﺶﻏ ْﻦَﻣ ُسﺎﻨﻟا ُﻩ8
7 Bongko Daeng, Panitra Pengganti, Petikan Putusan Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana
Penipuan Melalui Handphone, di Pengadilan Negeri Makassar.
8Moh. Machfuddin Aladip, Terjemah Bulughul Maram Karya Besar Al- Hafizh Ibn Hajar Al-
Asqalani ( Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012 ), h. 384.
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 ِِّﱮﻨﻟا ِلَْﻮﻗ ب ,نﺎﳝٕﻻا بﺎﺘﻛ , ﲅﺴﻣ ﺢﯿﲱ- ﲅﺳو ﻪﯿﻠ  ﱃﺎﻌﺗ ﷲ ﲆﺻ- » ﺎ ِﻣ َْﺲ ََﻠﻓ َﺎﻨ َﺸﻏ ْﻦَﻣ.«
Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta
Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan
kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya
dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau
memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu
yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang
pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah."
Beliau bersabda: ‘’ Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas
hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku’.” (HR.
Muslim).
Fungsi muamalah pekerjaan yang dikecam oleh Nabi, siapa saja untuk
melakukan pekerjaan menipu berarti ia memasuki cara yang berseberangan
dengan jalan yang dipakai kaum muslimin. Sedangkan Rasulullah mengancam
pelakunya bukan termasuk golongan muslimin. Dan termasuk dalam kategori
menipu ialah seseorang menjual barang miliknya yang cacat, tetapi ia tidak
menjelaskannya kepada pembeli.
Gejala-gejala penipuan yang telah tersiar di negara kami ialah apa
yang dilakukan oleh kebanyakan para pedagang buah-buahan dan sayur-sayuran.
Mereka meletakkan buah-buahan atau sayur-sayuran yang masih segar di atas
tumpukan sedangkan yang sudah basi mereka letakkan dibawah sehingga para
pembeli tidak melihatnya. Gejala semacam ini harus diberantas dan kita harus
membeli tindakan yang tegas pada mereka yang coba-coba berani melakukan hal
ini, agar dijadikan pelajaran bagi yang lainnya. Islam menghendaki agar
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kejujuran dalam muamalah tertanam dalam jiwa kaum muslimin dimana pun
mereka berada. Islam menghendaki agar penjual mengatakan terus terang kepada
para pembelinya, dan harus berlaku seolah-olah barang yang akan dijualnya itu
untuk dirinya sendiri.
Rasulullah saw. perna bersabda:
 هاور)  لﻮﻠﻏ ﻮﮭﻓ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺬﺧا ﺎﻤﻓ ﺎﻗزر هﺎﻨﻗزﺮﻓ ﻞﻤﻋ ﻰﻠﻋ هﺎﻨﻠﻤﻌﺘﺳا ﻦﻣ
ةﺪﯾﺮﺑ ﻦﻋ ﻢﻛﺎﺤﻟاو دواد ﻮﺑا(9
Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri
gajinya, maka sesuatu yng diambil di luar gajinya itu adalah penipuan (haram).”
(HR. Abu Daud, Hakim dari Buraidah).
Termasuk diantara perbuatan menipu ialah mengurangi timbangan dan
tidak memberikan hak yang sebenarnya kepada para pembeli. Allah telah
berfirman dalam QS al-Syu’ara’/ 26:182
            
Terjemahannya :
Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.10
Allah mengancam kepada orang yang melakukan pengurangan dalam
memberikan timbangan, karena perbuatan ini berarti mengurangi hak orang lain,
ancaman Allah berupa siksaan yang kelak harus mereka terima sesudah
9 Moh. Machfuddin Aladip, Terjemah Bulughul Maram Karya Besar Al- Hafizh Ibn Hajar Al-
Asqalani, h. 1056.
10 Kementerian Agama RI 2012, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 526.
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dilakukan perhitungan dengan mereka di hari kiamat nanti. Kelak di hari kiamat,
Allah akan membangkitkan mereka dari kuburnya masing-masing untuk
menerima balasan atas segala amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia.
Allah berfirman QS al- Muthaffifin/ 83:1-6
                 
                  
       
Terjemahannya :
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang
apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila
menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-
orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu
hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap tuhan semesta
alam.11
Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini
merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Jika ditinjau dari tujuan
hukum, yang antara lain seperti yang dikemukakan diatas, akibat penipuan pihak
tertipu dirugikan. Perbedaan kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan
pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohannya, sehingga ia tertipu.
Atas dasar itu sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan
dengan pidana pencurian. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipuan lebih
11 Kementerian Agama RI 2012, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 878.
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memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam
bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu kerugian dari pihak
korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang timbulkan akibat
pencurian. Memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan dari
pada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman
orang kafir yaitu hukuman bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal





1. Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kejahatan
penipuan melalui hanphone yaitu berdasarkan undang-undang tindak
pidana penipuan. Intinya apapun tindak pidananya harus disesuaikan
tindak pidana itu sendiri. Jadi, hakim mengambil keputusan sesuai dengan
aturan hukum yang sudah ditentukan. Namun, hanya bebebrapa kasus
yang tercatat  atau yang tertangkap karena kejahatan Penipuan Melalui
Handphone ini adalah kejahatan yang sulit terungkap, dan banyak
meresahkan masyarakat terutama di Kota Makassar ini, karena faktor
susah diselidiki dan pihak yang berwenang tidak dapat mengungkap
kejahatan ini karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan, mestinya pihak
yang berwenang dapat menciptakan lembaga khusus dalam menangani
kasus Penipuan Melalui Handphone tersebut
2. Dampak negatif handphone pada masyarakat, adalah penipua pada
umumnya penipuan dilakukan orang dengan memakai HP, seperti menipu
atau meneror seseorang melalui SMS, jadi semakin canggih teknologi
maka semakin banyaknya manusia yang mempergunakan HP yang tidak
sewajarnya, makanya kita harus berhati-hati dalam menggunaan
teknologi-teknologi canggih. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan
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perkembangan teknologi didunia pada zaman sekarang ini, tentu saja
membawa dampak bagi segala aspek kehidupan.
3. Didalam agama Islam Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari
kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan
dengan harta. Jika ditinjau dari tujuan hukum, yang antara lain seperti
yang dikemukakan diatas, akibat penipuan pihak tertipu dirugikan.
Perbedaan kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak
pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohannya, sehingga ia
tertipu. Atas dasar itu sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan
jika dibandingkan dengan pidana pencurian. Namun jika ditinjau dari sisi
pelakunya, penipuan lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik
dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif
yang ditimbulkan, yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan
berlipat ganda daripada kerugian yang timbulkan akibat pencurian.
Memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan dari
pada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya
seperti hukuman orang kafir yaitu hukuman bunuh, maka hukuman




Saran yang diberikan dalam ini bagi pembaca terkhususnya penulis
sendiri adalah :
Maraknya kejahatan penipuan melalui handphone zaman sekarang
sebetulnya dikarenakan oleh berkembangnya tekhnologi-tekhnologi yang
berkembang secara cepat dan semakin canggih yang memicu dan membuat
seseorang lebih bisa dan berani untuk bereksperimen melakukan sesuatu yang
salah ( penipuan handphone) karena wawasan dan ilmu dalam internet yang
luas. Tapi kejahatan ini harus bisa membedakan mana yang bisa disebut
kejahatan (penipuan handphone) ataupun bukan. Tetapi dengan banyaknya
kasus-kasus kejahatan penipuan melalu handphone yang semakin merajalelah
seperti yang terjadi di kota Makassar ini seharusnya pemerintah bisa
mengatasinya secara tegas dalam menyelesaikan persoalan ini. Sehingga
perkembangan teknologi yang baik dan semakin pesat ini tidak lagi disalah
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Pedoman Wawancara
Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat baik berupa
instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh data teruji validitas dan
relibialitasnya, maka perlu disusun pedoman wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh
data. Adapun pedoman wawancara sebagai berikut :
1. Apakah bapak/ibu memahami yang dimaksud mengenai tindak pidana penipuan melalui
handphone ?
2. Menurut bapak/ibu apakah tindak pidana penipuan melalui handphone yang dilakukan
harus dihukum seberat-beratnya ?
3. Menurut bapak/ibu bagaimana hukuman yang pantas diberikan oleh tindak pidana
penipuan melalui handphone ?
4. Menurut bapak/ibu apakah dapat dipidanakan pada saat melakukan tindak pidana
penipuan melalui handphone?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang hukum tindak pidana penipuan melalui
handphone?
6. Menurut bapak/ibu bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan
melalui handphone?
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